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3. Undnng-Undang Nomor I Tahun 1 7 t t n 
Penn zihan Pajak den zan Surat Paks (Lcmb an 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 
Tnmbahan Lcmbaran N g ra R publik Indonesia 
Nomor 30 1) s bagaimana t lah diubah dengan 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 • 
tentang Pcmbentukan Daerah Otonom Kabupaten 
Kabupatcn Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 1092); 

1. Undang- Undang Dasar Negar R publik Indon sia 
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) t ntang 
Pcmerintahan Daerah Berhak Menetapkan 
Peraturan Daerah dan Pcraturan- Peraturan Lain 
Untuk Mclak anakan Otonomi dan Togas 
Pembantuan; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan seb g irnana 
dimaksud dalam huruf a p rlu rn n t pkan 
Peraturan Bupati Simalungun t nu n ~ P ·tunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Paj k Hibur n. • 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 
( 1), Pasal 28 ayat, Pasal 32 ayat (3), Pasal 99 ayat 
(3), Pasal 100 ayat (7), Pasal 102 ayat (3) Pasal 104 
ayat (2) dan Pasal 105 ayat (3) Pcraturan Dae rah 
Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah 
Kabupaten Sirnalungun Nomor 7 Tahun 2011 
ten tang Pajak Daerah; 

TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATlJRANBUPATISIMALUNGUN 
NOMOR tz TAHUN 2019 

BUPATISIMALUNGUN, 

BUPATI SIMALUNGUN 
PAMATANGRAYA 
SUMATERA UTARA KodePos21162 

I 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nom(>r 58, Tambahan Lembaran 
N.eg~~ Republik Indonesia Nomor 5679); 

11 p turan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 
· t erta Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

en ang N R blik Hukum Acare Pidana (Lembaran egara epu I 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

Unct N ang-Unct 
egara Re ang Nornor 19 

Tarnbai PUblik lncto . T hun 2000 (L .mbaran 
N 1an L nes1a T l 2 onior 404 . ernbaran N tun 000 Norn r I 29, 

8)· egara R publik Indone ia 

4. Undang-U p ndan N engadilan omor 1,, T lndo Pajak (L ulvun 2002 L .ntnn 
Lem~csio. 1'o.hun 20~~bo.rnn Ncgar Rcpublik • 

aran N o ra R .... Nornor 110 Tambahun 
t--( '' 'PU 1 ik ' ._ c.. 

U 
' Indon ·sin Nornor : 684)· 

5. nd I nn -Unct 
Kcuan nng Nomor 17 'r l 
1 

gan N gnr . a tun 00~ u-ntang 
ndon sia Tnl a (L rnbarnn Ncgnrn Rcpublik 

L, b 1un 2003 N cm aran Nc,aru R . omor 47, Tambahnn 
pubhk lndon '8iu Numur 428 J: 

6. ~n~ ng-Undan Nornor 33 ;p cnmban an K, 1 ' " 1 ahun 2004 lcntang 
dun Pern · uungnn Anturn P imerintah Pusat 

nntnhan o,1 1 ( Republik Ind . L ra 1 Lcmbaran Negara 
Tarnbam, Lconcsia Tohun 2004 Norn r 126 

n mbaran N ' Nomor 4438)· cgara Rcpublik Indonesia 

7. Undang-Undang N Lalu Lint d omor 22 Tahun 2009 tentang 
Rcpublik a I :n An~kutan Jalan (Lembaran Negara 

T b 
n ones1aTahun 2009 Nomor 96 

am ahan Le b , 
N 5 

m aran NegaraRepublik Indonesia 
omor 025)· 

8. U1:dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah. dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi; 
Nomor 5049}; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Neaara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N ornor 5887); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pernanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 09, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut 
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibavar Sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah: 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 86> Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia 
Nomor 4593); 

lnd'Jne ia T 
Lembaran N ahun 1980 N mer T ml> h n 

b egara Re blik , 8) se agaimana pu 1 ~ Ind n si Nomor '"... , 
Pemerintah N telah diub h dcnj; n 
Perubahan At omor 58 Tahun o l O 
Tahun 1983 as Per tur n Pern rintah N 
Undang H k tentang Peluksanaan Kit b nd n r : 

Republik ~n~m A~ar Pidana (Lemb r n Ne r 
Tambah onesia Tnhun 2 10 N mor 0, an Lembara . · Nomor s14s); n Rcpublik Indonc .. 1 

12. Peraturan p . 
tentan emenntah Nomor 135 T hun .... 000 
Pe .gh TataCara Pen) it an dalarn r n kn 

nagi an Paiak d Ne :.i. engan Surat Paksa (Lembnrnn 
13~ara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 
1 d' ~ambahan Lembaran Negara R publik 
n onesia Nomor 4049); 

l3. Peraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L mbaran • 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lernbaran N aara R publik Indon sia 
Ncmor 4578); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sirnalungun; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun; 
3. Bupati adaJah Bupati Simalungun; 
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Oaerah 

Kabupaten Simalungun; 
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Simalungun; 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan t~~batas, perseroan komanditer, 
perseroan Iainnya, badan usaha rnilik Negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah {BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELA.KSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

2 .... Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036). • 

nlnm N •g ·ri Nomor 13 Tah n 
tcntnno Pcrlom m r ·ng .lolnun I ·unn an 

1 t I~ ·1"' irn nn tclnh diub h bcb .rnpa kali 
r. khi den nu cl ·n nn P .rnturnn M ·nlcri Dnlarn • 

ri m r l Tuhun 2011 t nlan 1 Per ibahan 
K .du At P .rruuran M .nteri Dalarn Ncgcri Norn r 
1 T ihun .... 00 tentang Pcdornan Pen relolaan 
K u ng n Da rah; 

r ,h Kn upnlcu .--imnl 1ng in Norn ,r , 
t ntung I crubnhnn I xluu nlo: 

No1110 r 1 ·ri 

cri r Nomnr l] scb ,g:titrl lllH 
' uurnn 1 n r ih K ,b,11 ucn 

m 7 T ,\nm O \ 7 t ·ntl\ng 
ntns I'crnturnn 1 u-ruh l\nbup1t·11 

1omo I 'l'nhuu '">() I (1 tent 1111• 
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Pasal 2 
(1) Pemungutan p ajak hiburan menggunakan sistem pajak dibayar 

sendiri oleh wajib pajak (self assessment). 
(2) Berdasarkan sistem pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak mei:ighitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri paiak yang 
terutang. 

BAB II 
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

firma, kongsi, koperasi, d . 
yayasan, organisasi rn ana pe1:s1un, persekutuan, perkump~lan~ 
Iainnya, lembaga danas~a, organ1sasi sosial politik, atau orgamsasi 
invcstasi kolektif dan b entuk badan lainnya termasuk kontrak 

· entuk Usaha t t · 7. jnstansi Pemungut adal . e ap; 
undangan diberi kewen ah lnstans] yang oleh peraturan perundang- 

8. Pajak Daerah adalah :n~: un.tuk ~emungut pajak daerah; t 
oleh orang pribacl· t usi wajib kepada daerah yang teru ang 
undang-undang d1e a au 9ddan yana bersifut mernaksa berdasarkan 
dan digunak ' ngan ti ak mendapatkan imbalan secara langsung 

k anaky untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya emampuan r at; 
9. Wajib Pajak adalah · . . . ak t . orang pribadi a tau badan rneliputi pembayar 

pdaJ ,kpe~?bong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
an ew8..J1 an perpaiakan . d ~ sesuai dengan ketentuan peraturan 

pe~n ~g-undangan perpajakan daerah: 
10. P~Jak Hiburan adalah pajak atas penyele~ggaraan hiburan; 
11. Hiburan adalah. semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan 

d°?/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran; 
12. Hiburan te~p adalah hiburan yang diselenggarakan secara tcrus - 

menerus setiap hari; 
13. Hiburan insidentil adalah hiburan yang dilaksanakan pada waktu 

waktu terten tu; 
14 .• Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah Su1rat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi perhitungan 
besarnya jumlah penerimaan penyelenggaraan hiburan; 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terhutang; 

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke ternpat 
lain yang ditetapkan oleh Bupati; 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak besamya sanksi administrasi, 
dan jumlah yang masih harus dibayar; 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang tcrutang atau tidak seharusnra terut~g; 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga atau dcnda. 
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Pasal 6 
Tarif pajak hihuran sebagai berikut: 
a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana ditetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen); 

Bagian Kedua 
Tarlf 

Pasal 5 
(1} Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima 

atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan; 
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-curna yang 
diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

Bagian Kesatu 
Dasar Pengenaan Pajak 

BAB IV 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF 

Pasal 4 
(1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton 

dan/ atau menikmati hiburan. 
(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. 

Bagian Kedua 
Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Bagian Kesatu 
Objek Pajak 

Ob' k · k hib Pasal 3 
( 1) . ~e paja 1 uran adalan jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

d1pungut bayaran. 
(2) Term(als)ukd dlalam obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada 

ayat a a ah: 
a, tontonan film; 
b. pagelaran kes~nian, musik, tari, dan/ a tau busana; 
c. kontes kccantxkan, binaraga, dan scjenisnya 
d. pameran 
e. disko~k, kar~oke, klab rnalarn, dan sejenisnya 
f. permaman bilyar, dan bowling 
g. pacu.an. ~uda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 
h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center) 
i. sirkus, akrobat, clan sulap 
j. pertandingan olahraga 

BAB III 
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 
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Pasal 9 
(1) Pendataan objek pajak hiburan dilakukan dengan memberikan 

formulir pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggungjawab 
usaha hiburan. . . 

(2} Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada a~at (1) d1tenm~ dan 
harus diisi dengan jelas, benar ~an lengkap se.rta ditandatangani oleh 
pemilik/ pengelola/ penanggunruawab usaha h~?1:1ran atau .kuasanya. 

(3) Berdasarkan forrnulir pendataan yang telah d11s1 dengan jelas, benar 
dan len~kap serta ditandatangani oleh pemilik/ 

Bagian Kesatu 
Pendataan 

BAB VI 
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN 

Pasal 8 
(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan 

kepada Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun selambat 
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak, dan 
untuk hiburan yang sifatnya insidentil selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari setelah pelaksanaan hiburan selesai; 

(2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan untuk hiburan insidentil 
adalah lamanya pelaksanaan hiburan. 

Pasal 7 
(1) Setiap pelaksanaan hiburan wajib mendaftar dan mengisi formulir 

SPTPD; 
(2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda 

tang~ni ole~ ~ajib pajak atau orang yang diberi kuasa; 
(3) Apabila terjadi perubahan data basil penerimaan dari penjualan tiket 

masuk, wajib pajak harus melaporkan kepada Badan Pendapatan 
Kabupaten Simalungun dengan mengisi SPTPD; 

BABV 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

c. kontcs kccantikan bi 
10% (sepuluh pcrs~n)· tnaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 

d. parneran ditelapkan ' b 
c. diskotik, karaoke klseb esar 10% (sepuluh persen) · 

5 01 (d ' ' a malam d · · ' b 2 10 ua puluh lima , an sejernsnya ditetapkan se esar . persen)· f. pcrmaman bilyar, dan '. 
persen); bowhng ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

g. pacuan kudn, kenda 
ditetapkan sebesar IO~a{ bermotor dan permainan ketangkasan 

h. panti pijat, reOeksi mo sepuluh persen); 
center) ditetapka ' b andi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

i. sirkus akrobat n ~e esar 25% (dua puluh lima persen); 
persen]; ' an sulap ditetapkan scbesar 10% (sepuluh 

J pertandingan olahraga di L · 1 etapkan sebesar 10% (sepuluh persen);. 



Dipindai dengan CamScanner 

8 

Pasal 11 
( . iib aiak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 1) Setiap V:'aJl dp J , • oleh wajib pajak atau kuasanya serta dan ditan atangam 

Bagian Kesatu 
SPTPD dan SK.PD 

BABVI 
BENTUK, ISi, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, 

SKPD,SKPDKB,SKPDKBT 

• 

) S ti. · . Pasal 10 (1 e ap pemilik/pengelola/ . 
mendaftarkan usah penanggungiawab usaha hiburan harus 
kepada kepala bad:~:l de~g':n menggunakan formulir pendaftaran 
pendapatan daerah. alui bidang pendataan dan penetapan badan 

(2} Formulir pcntlaftaran b . . dengan benar . 1 se agaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi 
1 1 ' Je as, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/ 

penge O 
~/ penanggungjawab usaha hiburan atau kuasanya dengan melamptrkan: 

a. fotokopi identitas diri: 
' 

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada}; dan 
c. surat kuas.a bermaterai cukup apabila pemilik/ pengelola/ 

p~nanggungiawab usaha perhotelan melakukan pendaftaran 
dtku~sakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa. 

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan 
daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan 
memperoleh formulir pendaftaran. 

(4) Pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan yang telah 
mendaftarkan usahanya, maka kepala badan menyatakan yang 
bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan: 
a. kartu NPWPD; dan 
b. surat pengukuhan wajib pajak daerah. 

(5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat 
pengukuhan wajib pajak dacrah secarajabatan. 

(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4} huruf b., wajib dipasang ol~h wajib paj~ pada 
tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung atau diternpat 
pernbayaran. . . 

(7) Bentuk dan format isian formuhr pendaftaran sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pendaftaran 

pengelola I penans:rm,..... . 
I I I C)b'-i.!J.&)awab u ah . 

penge O a penanggungjawab s a h1bu_ran atau kuasanya, pemil~k/ 
harus melaksanakan p Usaha hiburan selaku subiek pajak 

t k · ct· enctartar J un u menJa 1 Wajib Pajak d an usahanya kepada kepala badan 
(4) Bentuk dan format . . aerah. 

al . is1an form 1 · d am Lamp1ran I dan u tr pendataan sebagaimana tersebut 
peraturan bupati ini, merupako.n bagian yang tidak terpisahkan dari 
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Pasal 14 
( 1) Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib 

pajak (Self Assesment). 
(2) Pembayaran pajak terutang olch wajib pajak atau kuasanya 

dilakukan sekaligus dan lunas paling Iambat 30 (tiga puluh) hari 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran 

BAB VIII 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 13 
Masa Pajak hotel adaJah 1 (satu) bulan kalender 

BAB VII 
MASAPAJAK 

Baglan Kedua 
SKPDKB dan SKPDKBT 

Pasal 12 
(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 masih dapat diterbitkan : 
a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan alau keterangan lain 

ternyataijurnlah pajak hotel kurang dibayar; atau 
b. SKPDKBT apabila diternukan data baru dan/atau data yang 

semula belurn terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang setelah ditcrbitkan SKPDKB. 

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam 
Larnpiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini. 

m cnyamp ikan kcpadu bid t ,J,,r1 d t l h I ang p .ndntn n dun p ·11 ·t:1pun J:t r pen apa an ca ·ra . 
( 2) rormulir PTPD eba taim. . l f iw IJiJ di · olch iib . 1 mo d1muk ud padn n ut (I), :tJ n 

sen in dWaJt paJnk di bid, ng pcndr t an d n p ·n ·t'lpar b:1don 
pcndapatan aerah. 

(3) SPTPD mcmuat pcl per · 1 I ·n a . n .' l t\h p •mbnynrnn ntuu Y"nµ, c )nru ' d1bayar. 

(4) Per:yampaian SF:PD sebn uimunu dtmuksud pudu uyul ( J) dilukukun 
paling lama 15 [lirn bctns) I .· 1 • · k . . 1 11 s ·t · nh bcrukhirnyn mmw puJf.1 · 

(5) Apabil bata w ktu P 'nynmpninn 'fYJ'PD jntuh pndn hnri Iihur, m:ikn 
bata~. waktu pcnyr mpainn jntuh pada. nt u hnri kcrjn hcrik t nyn. 

(6) Apabila b ta waktu p nynmp i 11 PTPD H ·brwnimun'l dimt1ksud 
p~da aya (4) tcrl?mpuui, rnakn • l(PD di! tnpknn ~ecnrn jubatnn Jun 
dikcn kan sanksi uc.lministnrni b T tpn cl .ndu :iclw:-m 211', dcng· n 
menggunnkan datn ml sa p j._ k s .b .lurnn n. 

(7) Sf>!.PD y~g tid k diisi dcngnn J ngknp dnn tidnk ditundotungnni olch 
w jib pajak atau kur sanyn , .bngnimnnu dimnksud puda uy'1 (1} 
dikernbalikan k wajib pajnk untuk dilcngkupi. 

(8) Bentuk, formal isian formulir clan Lala urn p n risiun SJYI PD 
cbagairnana terscbut dalarn Lampirnn Ill dun mcrup kan bagian yang 

tidak terpisahkan dari p ·r turnn bupnt i ini. 
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Pasal 15 
Tata cara. pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak 
terutang dilakukan sebagai berikut: 
a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran 

maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai 
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD yang diajukan pcrmohonannya; 

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan 
rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan clan disertai 
dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 
sebelum jatuh tempo yang tertera pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD yang diajukan perrnohonannya; 

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan 
pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam 

• Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat 
telaahan dari kepala bidang pendataan dan penetapan badan 
pendapatan daerah; 

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk 
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak 
berjalan; 

c. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, 
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala 
badan; 

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan 
bunga sebesar 2 % (dua persen); . . 

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut : 
1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa 

angsuran; 
2. jumlah sisa angsuran adalah basil P.engurangan antara besarnya 

sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak 
angsuran; 

3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah 
pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran; 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran A d ngsuran an Penundaan Pembayaran Pajak 

.. :iak bcr khirnya masa . 
dit t pk n dengan inc Pa.Jak alau tanggal jatuh tempo yang 
D crah ( PD). nggunakan SKPD atau Surat Sctoran Pajak 

(3) P jak yang tcrutang da t . 
rckcning kas d crah k pi dibay~ melalui Bank untuk disetorkan ke 
p n rimo. bndan pend a upatcn 1malungun atau melalui bendahara 

(4) Apabila pcmbayaran ~r: n ~~ere h~ 
bcndahara pcncrima b d wajib pajak atau ku sanya dilakukan ke 
1 x 24 ( atu kali d a an pcndapatan daerah dalarn jangka waktu 
rnenyetorkan kc ka~~ puluh cmpa9 jam bcndahara pcnerima wajib 
yang bcrl ku. aer h c uai pera uran perundang-undangan 

(5) Apabila batas waktu . b . . 
waktu pembayar . pelm ayaran jatuh pada hari libur, maka batas 

(6) Benluk dan isi~I~~~ 1 pada atu hari kcrja berikutnya. 
Lampiran v d dan SSPD cbagaimana tersebut dalam 
peraturan bupa~nin7erupakan b gian yang tidak terpisahkan dari 
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) Kepals b ds 
jika: 
... p jak dalam tahun berjalan tid - atau kuranz diba ar: 
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat k ~rangan pernbaj raran 

s bagai akibat salah tulis dan/atau salah hirunz: d-._ 
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bung dan azau 

denda. 
l-) Jumlah kekurangan pajak ) ang terutang dalam STPD sebazaiznana 

climaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah deng ..... sanksi 
administratif berupa bunga dan/ atau denda sebesar s: (d a cersen 
setiap bulan untuk jangka waktu paling lama _..;. dua p uh ·ern:--a 
bulan sejak saat terutangn a pajak. 

(3} SKPD ) ang tidak atau kurang dibayar setelah jaruh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 
2% (dua persen) sebulan untuk jangka wakru paling lama -~ [dua 
puluh empat) bulan dan ditagih rnelalui STPD. 

(4) Kepala Badan atau Pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan S ::) 
jika: 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekurangan peml ayaran 

sebagai akibat salah rulis dan/ atau salah hi rung- dan 
c. wajib pajak dikenakan sanksi administrarif berupa bunga dan/ ata 

denda. 
(5) J:11lliah kekurangan pajak yang terutang dal~ STPD seba~.,_a 

d1maksud pada ayat (!} huruf a dan huruf b ditambah ~er:gan sanksi 
administratif berupa bunga dan/ atau denda sebesar 2, (aua perse 
.setiap bulan untuk jangka wakru paling lama 24 (dua p uh em pat) 
t>ulan sejak saat terutangnya pajak. . . 

(6) SKPD yang tidak atau kurang d1bayar setelah jatuh empo pemoa_·a.-a.-i 
dikenakanb sanksi administratif berupa bunga dan/a~au denda sebesar 
~% (dua persen) sebulan untuk jang~a waktu paling lama 2 dua 

(7 Puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD. . 
) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut .dalam Lampu-an. dan 

rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraruran bupa ini. 

Pasal 16 
at u pejabat yang clihunjuk dapat men rbitkaz; ST?- 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penagihan 

J· 

( 
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Pasal 18 
( 1) Kepala badan dapat mengurangkan a tau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam 
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau 
bukan karena kesalahannya. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, 
dcnda clan kenaikan pajak tcrutang dilakukan tcrhadap STPD, 
SKPDKB atau SKPDKBT. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: 
a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan 
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB 
atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa 

Bagian Kesatu 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminlstratif 

BABX 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF 
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal 17 
(1) Kepala . badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapa 

rnernberikan pengurangan pajak. 
(2) Besamya pemberian pcngurangan pajak ditctapkan olch kcp la 

badan. 
(3) Pemberian P.engurungan pojnk, setinggi-tingginyo sarnpai dengon 25°1<1 

• (dua pulup lima persen) dari nilai pajak terutang. 
(4) Tata cara pemberian pengurnngan pajak diatur sebagai bcrikut : . 

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertuhs 
dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dcngan 
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawa bkan dcngan 
me~.ampirkan f~tokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikua~akan 
wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokop1 KTP 
penerima kuasa]; 

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
kepala badan melakukan analisa kelayakan permohonan 
pengurangan pajak; 

c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, rnaka 
kepala badan menerbitkan surat k:cputusan pengurangan pajak; 

d. apabila pennohonan pengurangan pajak ditolak, kepala badan 
harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan 
penolakannya; dan 

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan 
kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima. 

(5) Bentuk dan isi keputusan kepala badan tentang pemberian 
pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VU dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 

BAB IX 
PENGURANGANPAJAK 
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Pasal 19 
(1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak 

dapat mengurangkan ata.u membatalkan ketetapan pajak yang tidak 
benar, a pabila : 
a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan 

untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas 
waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD 
atau pengajuan pengurangan dan pcnghapusan sanksi 
administratif telah terlampaui; dan 

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak 
dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pcngajuan pcmbetulan 
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi 
administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni 
pengajuan pennohonan melampaui batas waktu yang tclah 
ditentukan. 

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jurnlah 

Bagian Kedua 
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak 

bermeterai dan fotokopi KTP p . k cnerrma ua a; 
b. berdasnrkan permohonan sebagaimana dirnnksud pada huruf a, 

kepal~. badan membentuk Tim untuk mclakulmn pengk jian don 
penehtian; 

c. hasil pengkajian dan penclitian di arnpaikan kcpad kepul badan 
sebagai dasar untuk memberi kcputu an· 

d. kep~~san . pe1:1bcrian pengurnngan 'um pcnghapusan sankai 
ad~m1stratif, d1tetapkan oleh kcpaln bndan; 

e. palmg lambat 1 ( atu) bulan sctclah mcncrim permohonan 
sebagai~ana dirnak ud p da huruf , kcpal badon hnru: 
rnernberikan keputusan dikabulkan atau ditolnk. 

f. apabila sctelah lew t wak u 1 ( tu) bulan scbag irru n dimaksud 
pada huruf d, kepala badan be um rncmbcrik n kcp rtusan, moka 
perrnohonan sebaga.imana dimaksud pada huruf a dhrng '8P 
dikabulkan; dan 

g. Kepala badan menyampaikan laporan kcpada bupnti terhoda~ 
keputusan pemberian pcngurangnn ntau penghupusan anks1 
administratif. 

(4) Terhadap pcrmohonan yang ditolak, kepala badnn : 
a. memberitahukan kcpada wajib pajak discrtai ala an penolakannya, 

a tau; 
-o, menulis catatan pada rana pernbayaran SSPD yang menernngkan 

bahwa 'pokok pajak dibayar bcserta sanksi administratif berupa 
bunga scbesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kcmudian dibubuhi 
tanda tangan dan nam jelas kepala badan dan selanjutnya 
menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) dimaksud. 

(5) Terhadap pennohonan yang disetujui, atau karena jabatan 
berdasarkan alasan yang dapat diterirna, kepala badan mengurangkan 
atau menghapus sanksi administrasi bunga atau dcnda, dengan cara 
menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi 
tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan 
dan nama jelas kepala badan. 

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari 
sejak disetujuinya pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 



• 

Dipindal dengan CamScanner 

14 

Pasal 22 
(I) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak, kepala badan atau pejabat yang ditunjuk segera: 
a. melakukaa pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara 

menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau 
mernperbaiki SKPD lama; 

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama clan selanjutnya diberi 
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan narna • 
pcjabat yang bcrsangkutan; 

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan 

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi 
perpajakan. 

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau 
Pembatalan ketetapan pajak, maka SK.PD yang telah diterbitkan 
dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau 
Pembatalan dimaksud. • 

Pasal 21 
(I) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 a tau permin taan karena jabatan, kepala badan meminta 
kepada tim yang dibentuk untuk membahas pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak. 

(2} Hasil pembahasan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dilaporkan 
dengan melampirkan telaah pertimbangan atas 
pengurangan/pembatalan ketetapan pajak. 

(3) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan tim yang dibentuk 
atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, kepala badan 
memberikan keputusan. 

(4) -Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses 
penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pcngurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak. 

PasaI 20 
(1 pengurangan r ~tau . pe11:1bata1an keteta an iak atas dasar 

pennohonan \\ aJ1b paJak diatu- sebagai berikut : paj 
· :;:;-vi!il=~~°::ian WaJib pajak didukung olch fakta baru Y ng 

b. dalam surat P:rmohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen 
berupa fotokopi : 
I. SKPD yang cliajukan permohonannya. 
? dokumen vanz menduku di · 
-· J' 0 ng 8.]ukannya pennohonan; dan 
3. berk~s permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau 

buk~ . pen?lakan pengurangan dan penghapusan sank i 
administratif, 

(2) Pengaj~an p~rmohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaunana dirnaksud p_ada ayat (1 ), tidak dapat dipertimbangkan 
dan berkas pennohonan dikembalikan kepada wajib pajak. 

(3) P~ngurangan a~u pe°?batalan ketetapan pajak karena jabatan 
dilakukan sesuai permzntaan kepala badan atau atas usul tirn 
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru. 

pOkok pajak ditarnbah sanksi· . . . d da 
d /atau kenaikan paiak . admm1stratif berupa bunga en 
an ~ ang tercantum dalam SKPD. 
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Pasal 25 
(l} Bupati rnelalui Kepala Badan Pendapatan Kabupat~n Simalu~gun 

dapat menerbitkan surat keputusan pengembah~. kelebth~ 
pembayaran pajak berdasarkan permohonan yang diajukan wajib 
pajak; . 

(2} Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Srmalungun 
menerbitkari surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

BAB XIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 24 
(1) Bupati melal~i Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Sirnalungun 

dapat menerbitkan surat keputusan keringanan, pengurangan, dan 
pembebasan pajak hiburan berdasarkan permohonan yang diajukan 
wajib pajak; 

(2} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 
secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Badan Pendapatan 
Kabupaten Simalungun disertai alasannya, paling lambat 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterimanya SKPD; 

(3) Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Simalungun 
menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 3 (tiga} bulan sejak permohonan diterima; 

(4) Apabila Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Kabupaten 
Simalungun tidak menerbitkan surat keputusan hingga melampaui 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan 
dianggap disetujui. 

BAB XII 
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN 

pEMBETULAN, PEMBATAL BAB XI 
PENGHAPUSAN ATAU PE~' PENGURANGAN KETETAPAN DAN 

GURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

' 
(1) Bupati melalui Kepaia B Pasal 23 

dapat menerbitkan sur~dan Pendapatan Kabupaten Simalungun 
pengurangan ketetapan d keputusan pembctulan, pembatalan, 
administrasi atas SKPD, S~;rienghapusan atau pengurangan sa~ks~ 
kesalahan tulis, kesalahan K~, SKPDKBT dan STPD apabila tcIJad1 
penerapan peraturan peru d hztung dan/ atau kekeliruan dalam 
wajib pajak; n ang-undangan, berdasarkan permohonan 

(2) Permohonan sebagaimana di . . 
secara tertulis kepada Bu Il_laksud pada ayat (1) harus d1sampa1kan 
Simalungun disertai al pati melalui Badan Pendapatan Kabupaten 
seiak tanggal diteri asannya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

~ manya SKPD SKPDKB (3) Bupati melalui Ke I B ' , SKPDKBT dan STPD; 
menerbitkan surat t: a adan Pend~patan Kabupaten Simalungun • 
paling lama 3 (tiga) b rutus~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

4 A abila Bu ati u an.seJak permohonan diterima; ( ) P al P. rnelalut Kepala Badan Pendapatan Kabupaten 
Sim ungun tidak mene bi tk · · . r 1 an surat keputusan hmgga melampaui 
J~gka w~tu ~e?agaimana dimaksud pada ayat (3) pennohonan 
dianggap disetujui. ' 
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Pasal 28 
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang_~elakukan_pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dalarn rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpaiakan daerah; 

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib: . . 
a. memperlihatkan den/ a tau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 

Pasal 27 
Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan. 

Bagian Kedua 
Pemeriksaan 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

BAB XV 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAA.N 

Pasal 26 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapus; 
(2) P~nghapusan pm tang pajak sebagaimana dimaks ud pada ayat ( 1) 

ditetapkan dengan keputusan bupati. 

BABXIV 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

dalam jangka waktu Pal. 
perrn?honan; Ing lambat 12 [dua belas) bulan sejak 

(3) Apabtla Bupati melaI . 
S . alungu tidak ur Kepa} B im n menerb · tk a adan Pendapatan Kabupaten 
jangka w~tu ~ebagairnar:a ~ surat keputusan hingga melampaui 
dianggap disetu.Jui dan SKPn lillaksud . pada ayat (2), pennohonan 
lama 1 (satu) bulan LB hams d1terbitkan dalam waktu paling 

(4) Apabila wajib pajak me . 
k I bih , mpunya.i ut . . . e e 1 an ~embayaran pa·ak ai:1g pajak lamnya, pcngembahan 
}angsung d1perhitungkan J sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksud;1 Untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak 

(5) Pengembalian kelebihan 
(dua) bulan sejak diterbi;embayaran pajak dilakukan paling lama 2 

(6) Apabila pengembalian kel:nya SKPDLB. 
lewat waktu 2 (dua) b ihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
rnemberikan imbalan b ulan seJak diterbitkannya SKPDLB, bupati 
keterlambatan pembaya'::~ sebesar 2% (dua persen] per bulan atas 

' 
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 3el'..3 TAHUN 2019 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 2, Ml1Cl~T 2019 

J. R. SARAGIH 

dto 
, 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal t.C, Mtte,q- 2019 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Peraturan Bupati ini mulai b 1 er aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuin a . 
Peraturan Bupati ini den Y , memermtahkan pci:gundangan 
Kabupaten Simalungun. gan penempalanya dalam Benta Daerah 

Pasal 30 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

tempat atau ruangan 
ban tuan kelancaran 

b. membcrikan kcsem t 
yang . dianggap ge:/:;1 Untuk memasuki 
pemenksaan; dan mcmberi 

c. memberikan keteran 
gan Yang dipcrlukan. 

secara teknis opcrasiona] Pasal 29 
dilakukan oleh Badan Pend pclaksanaan pcmungutan pajak hiburan 

apatan Kabu . 
t;4 paten S1malungun. 
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. r~. 'ARA illl 

dto 

PJ\TI ,'1~11\1. 

- rt: 11.1·1 TJ\lI KJ\BUl'J\'l l·:N SIM!II.UNOUN 
HJI MUI.II 1'1~111 JA'I f\1\11 ·111wn,11,,11tJ:,1:1:,1 

J lr\1 >AN l'l',N I >Al'J\'I J\ N 1'1-,N }1·,LUI..AJ\N 
I 1/\.JJ\K I JI\ f•,11 /\ 11 ,,,,,,,, •• ,,,,,,.t•""''' ,,,,, 

- J(EUJ\NGAN DJ\N /\SET Dt\1':,M! I 
l'I\.IJ\K 11111(/H/\tl --- -· ~ 

A, NP\VPD 

l l I I l I I I 
' 

Cf I I I I 
- - B NA.MA Wt\JlB PA.JJ\K : 

- 7. AJ.AMA T W J\JID P/\JJ\J : 

D. NAMA USAHA : 

T. ALAMAT TEMPAT : 
USA.HA 

F. DESA / Kf::CAMATAN : 

G. TELEPHONE : 

.·1nrnh111111111, . 
,. 1111:,1 1•,·11<!.111 I 

( .... ............ ) 

Pr,TIJ l,JUK PEN'GJS!AN FOHMULm l'ENDJ\TMN: 

Y. hml\ ' : 1>11 nknn !lt'Ml:lt c!r·nr.ar1 dn111 vnr r ml. d.il.1111 , 'I'\ 'I 'I 

(11pnh1J11 uduh ud.i] 

Dusiknn r. u II d 11~m unr, I r 111111111 d.al.1111 Surut 11111 K<1lr1rn fl, •• JJ, f·;, dun F : 

U:w\hn y,mr. b rluku t,1p.1h1!.1 !\Ud,,.h ml,,1 ii ,u ,111 i \\II . 
krndnm1/lok •~• ll'Jth 

BENTUK DAN FORMAT IBJAN FORMUUR PErlDATAAN 

• 

LA M J> JI</\ N J , l JI I 
)'l•A<A'J'Uf<AN HlJJ'A'J I ~HMALlJ/ I J I 

'I/\II JII :J.( J J NOMOI< ~WJ'J 
'J'/\ N < l < l /\ J, · · · · · · • · · • • · 
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- -- 
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

BAD AN P£:\1DAPA TA .. x DAI RAH 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK - - 
Ka pada Y th 

~ot :o(mu.lit .................... , ........................... 
di 

······················· 
- PERHAT!AN: 

l. Harac :iisi dalam ra:i~kap cua 12 J :itulls de:1~a:1 nuru; c:: TAK 

2. Berl tanda V pad a kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberil-:a."1 

3. Setelah formulr Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simahmgmi langsung atau doorim melalui Pos paling 
lamb at tanggal.; .......... 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
1 Xarna WE"Jili Pajak 
2. Xama Bsdaa / ~~~erk U saaa 
3. ..!Jam.at (:oto ~:· Surat Keta-a.~a.f'l Domisili dilampirkan 

- DJru..'"'1/ .Jala:liRT : 
- Desa : 
- Kecamam...-i : 
.. Kabupate:i : 
.. :'.\cm.or telepon : 
- Kode Pas 

4. Surat i.zi."l ya-ig dimiliYj (:otocop:,:·surat Izin ha.rap dilampirkan ] 

- Surat izin Ganggua:i ~ ..................................... Tgl .............................. 

SUtat izia ~ ..................................... Tgl ........ , ..................... - J( ~/ffl'•s.E'li"' 

Surat izi:1 ~ ..................................... Tgl . - 1, ••••••••••• , •••••••• , ••••••• 
. ............................... 

J 
Surat izi.."1 ~ ..................................... Tgl .............................. - 
•••••••••••••••• , •• ,,,1,,, ..••• 

BENTUK DAfJ FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR TAHUN ~g:; 
TANGGAL : . 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

············· ············································· 
Tanda Tangan : 

.................................. 

. 20 .. 

NamaJelas: 

L 

Alamat Ternpat Tingg~ ( Melampirkan ldentitas yang dilaporkan I 8. 
Du sun/ Jalan 
RT/ RW / RK 
Desa/ Kelt:rahan 
Kecamatan 
Ka bu paten /Kota 
Nomor telepon 
Kode Pos 

7. Jabatan 

lg Kewajiban Pajak 
Pajak Hotel 
Pajak Restoran 
Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 
Pajak Penerangan Jalan 
Logam dan Batuan 
Pajak Parkir 
Pajak Air tanah 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak .. 

* disilang 

- KETERANGAN PEMJLJK ATAU PENGELOLA 6. Narna pernilik I ;1engelola 

Pcngarnbilan mineral bukan logt1 d b 
1 11 an atuan Penyelenggnrnnn ternpnt P>rkfr dl!uar bndan Jolan 

- Pcngambilan dan/ atau Pcmanfaatan Air tanah 
- Pengambilan dan/atau P<ngusahaan Sarang Burung Walet J 

_ Lainnya . disilang 

I~ 

\ 

, .. Bidang Usaha (harap diisl se Uaj dcng bi 
o. - Hotel an •dang u ahanya)' 

Rcstoran 
Hi bu ran 
Rcklame 

• Pencrangan J aJan 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN 
J 

......................................................... 

............................................................................ ,,.,, .. ··················· ······································ . Olterlma Tananl 
N1m;a Petugas 

NIP 

D, OIIS\ OLEH PETUGAS OPPl<A KABUPATEN SIMALUNGUN 

Dengan meny.,darl sepenuhnya akan segala aklbat termasuk sanksl- , lo . 
sanksl sesuai dengan ketentuan perundang-undang;m yan& berlaku, say.; Wa)lb Rctrlbusl 
menya~akan bahwa :t!)it V""! teli,h kaml beritahukan \erscbut dtatas beserta 
tampiran·lamplran adalah benar, lcn1kap d1njelas bcnar. lengQp danjelu 

C. PERNYATAAN 

ii. Masa PaJaik 
b.Oasar Penscnaan Pajak (Jumtah PQnerlmun) 
c. Tarlf PaJak 
d.PaJak Terutang (bx c) 

2. 

Jumlah Pembi!lyaran dan PaJi>k TeNtang untuk Mas a Paiak sebelumny1 ( Akumulllsi dan awal Man PllJ k dal.im lahun pa1ak) ; ~i.:;:i:~:'""" P,J:k [Juml•h Pen"lmHn) : ;?:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::'.'~--'.~l::::·.::::: ::.:::·.: .. .... . ..... . . . 
d. Paj.ak l rutane (bx c) : Rp . 
Juml.:ih Pembayuan dan Pajak Teruung untuk Mau Pajak sckaning(lamplrk11n foto copy dokumen) 

Tgl s/d tgl . 
Rp .••••.•.•.••••••••.••.•••.•.•...•.••.•.••••••.•.•• - ...•.•.••.•.••••••.•••• 
............................. % 
Rp . 

1. 

8. DUSI OLEH WAJIB PAJAK 

_____ unit 
_____ Bu11h 

_______ le.ill 

2. ~af"Ba Tanda Masuk yang ber!aku : 
• Kclas l\p . 
• Kelas Rp . 
• Kelils np . 

3. Jumlah Pertun]ukan rata-rata p:,da h.irl biasa 
Jurnlah Ferlunj1.1~, rit,1-r.;,a pada t;;:irl llbur,'min;;i;.; (~:-.;.:;u:; unt:;1: P:::~:.:~;u!:;:n c,1m, r.~:~n'"" · -------":.,11 
dan s.eien,-.nya, Pae,claran Mus1k dan Tan} 

4. Jumlal'I Meja/Mesin (Khusus untuk Sllly:ird dan Permainan Ketangkas;in) 
S. Jumlah Kamar/Ru;.ngan (l<husus untuk Pantl Pijat, Mandi Uap dan Karaoke) 
6. Aoak.:ih usaha .inda menvedl1kan karc:ls bebas ([rea) kepad.i orang·orani: tertentu: 

LJ 1. Ya 2. T,dak j1ka v-,., berap;, Jumlah yang beredar: Su~h 
7. Apakah usaha anda menjua1 karc:ls densan mesin uket : 

D 1. Ya 2. Tidak 
8. Apalulh usaha anda melaluanalcln Pcmbukuan/Pcncatatan: 0 1. Va 2. Tid.ik 

10 Pf'rtandln!lln Ol.1h Ragil 
11. Hibur.,n lamnva, y.:11tu: 

Pantl PIJat/Mandi U1p 09. OS. Karaoke 
~6. Y.!:ib 1:i!lm 
07. Pcrmalnan Bllyard 
08. Permainan Ketangkasan 

H,buran yang dlselenggarakan 
01. Pe"unJukan film 
C::i:. i'~tt..i,,ju~n i,:~:;cnl;::, ~;,,.,, ~eJe:,t:r-}'::I 
03. Pa1elaran Muslk dan Tan 
04. Diskotik 

A. 01151 OLEl-i WAJIB RETRIBUSI 

PERHATIAN: 
1. H;ir,1puii!.i d~11~d11 tulisanh..,n,:CCTAK. 
1 8@ri a"uka ,llad.i kot~k O yang terse did untukJawab:in yanc dlbertkttn. 
3. Setek.:ih d11sl dan d,tanda~anganl ha rap diserahkan kemball kepada Dinas J>endapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Srmalungun pahnglanibit taoi:~a! l Ssellap bulannva. 
4. Keterlc>mb_atan perwerahan dari tanggal tcrs.:but dlatas, maka wajlb pajak akan d1kenakan nnksi adm,mstrar,f sebesar l'Xo d.:;ri oa,ak tcruta n. 

di - ••·······•····················•··········· ····• ...•. 

.................................................................... 
SPTPD 

(SURAT PEMBERITAHUA~ PAJAK DAERAH} 
PAJAK HIBURAN 

N.P.W.F'.O. L! --1-.1._...L......J.-L-...L..-1..--...lL...-...._ .......... _...._.. 

Kepada 'fth. : 

Masa Pajak • . 

T.lhun Pa!.ik · . 

No. SPTPD · . 
PEMERINTAH l<Al3UPATEN SIMALUl'IIGUN 

DINAS PENDt>.PATAl'i Pf;NGELOLAAN KEUAN 
DAN ASET l<ABUPATEN SIMALUNGUN GAN 

P MA.TANG RAYA 
SUMATERA UTARA 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR TAHUN 2019 
TANGGAL 2019 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD) 
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Nip . 
... , . 

Pamatang Raya, .. 
a.n. Kcpala Badan Pcndaputan Daeruh 

Kabupatcn Sirnalungun 
Kepala Bidang Pcndataan dan Penetapan 

PERHATIAN: 
1 Pernbayaran aias pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerirna Sadan Pendapatan Daernh 

Kabupatcn Sirnalungun dcngan rncnggunakan Surat Sctoran Pajak Dacrah (SSPD 
i SKPDKB dinyatakan LUNA jika telah disuhkan/validasi Kas Register atau cnp/tnnda tru1gnn Pcjabat. 
3 Apabila SKPOKD ini tidak atau kurang dibayar sctelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB 

ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif bcruoa bunza 2% (dua nerscn) oer bulan. 

Dengan huruf : 

Jenis Pajak Dacrah Dikcnnkan Denda : Pajak llihurnn 
No. Kohir : 
Masa Pajak : x 
I. Bcrda.::irkan Pcrda Kabupatcn Si~n1ungun Nomor Tahun tcntang Pajak tclah dilakukan 

Pc":enksaa~_omu Kctc~ngan Lain at~ pclaksanuan kcwajibnn Wajih Pnjnk. 
11. Dru:1 Pernerik nan atau Kctcrangan Lain tcrscbut diatas. Pcnghitungan jumlnh yung mnsih hnrus dibayar adalah scbagni 

bcrikut: 
l. Dasar l'engenaan Pajak Rp. 
2. Pajak yang terutang Rp. 
J. Kredit Pajak: 

R. Kompensa: i kclebihan pcmbayaran Rp. 
b. Setoran yang dilakukan Rp. 
c. Lain-lain Rp. 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. 

4. Jumlah kckurangan pcmbayaran Pokok Pajnk (2- 3d) Rp. 
5. ank ·i administratil 

a. Hunga Rp. 
b. Kenaikan Rp. 
c. Jumlah sanksi adrninistratif (a+ b) Rp, 

f. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + Sc) Rp, 
1--~~~~~-l~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Nama \\ ajib Pajak : x 
Nama Objck Pajak : '\ 
Alnmnt Usnhn : x 
N.O.P.D : '\ 

NO. Sl<l'IHW SURAT KETRTAPAN PA,JAK 
DAERAH KURANG DAY AR 

(SKl'l>l<U) 

- PE.Mf:R1NTAJI KABUPATEN S11\1ALUNGUN 
BADAN PENOAPATAN DAERAll 

PAMATANG RAYA 
SUMATEllA lll'AllA 

A. Bentuk dan isi Surat Ket t (SKPDKB) e apan Pnjnk Dacrah Kurang Bnynr 

LAMPIRAN IV 
Pl~RATURAN BUPJ\TI SIMJ\LUNGUN 
NO MOR TA HUN 2019 
TAN ,GAL . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 201 
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J. R. SARAGIH 

dlo 

BUPATI SlMALUN 1 N, 

?:t.~u.t:!...1! K?~·':!.., . . . 
a n K~l!~~<!.illlt:a::P-·";,. 

Iubi.~t~ ~t:tl.h:~ 
K-."'J)ile.Bid.!::; P!r.d..~dZ P~..!~ 

RH.\TI.~,: 
?!mbayann aw pajak terotang dilak'llkan pada Be:ndahata Penerima Badan Peadapatan Daerah Kabupaten Sim.al~ 
~ m~~ Surat Setoran Pajak Dfflah(SSPD) 
~ K?D!\B ":' ~:'"?i~ L l'>.~.: Jti-2 t~lm eiuhla.-? •-ilieui Ku R~!i;t-?!" 2.t'!.~ -::?p !!..-i.! t'"!!!:.~ ?;jtl-2~ 
;..j:aE!.1. ;:-=nKB-: i::! titli: ur:. 1==! tih1yu i-!t-!bh t~'7;' 1.t ~.' ikt:. 1=1.lin! tuna. 3C {ti! 1 p.;k.h.: nm H.}ik ~1:?D!3 7 
~= :.~~f;i:b:l :!~ ;,u.bi 2.~i.ni1tr2.ti:b!1"1. hr.n :c ~ {ln rHn) -!r bclan. 

1. B-;n,r2 
't- ~~:..'-:::: 
e J-:rrutli.2.-ih! 2::cin::;t:n:::~2.-1' 
j~::,_L~~~~ ::iu!h!'.i.-;! C.U'~~ ,~ - 5:; 

KP-:.:: ??Jik: 
2 Kcmp~n1 kt!~bih2.<1 p~h,'Ul.n 
~ ~;!~~.~.i~· .. 1~-k~ . 

Lt!n-u.-.n 
.. -;rr.1..h ~"mi t.pt til.::r.-citbn (2 - b - c ' 

.! 11:rnlihk!l.,;an,::an p:rnt 2yu1..'l ?ci-."Ok?2Jik c::- 3t, 
:. !!"k!· v:-:i....;~1or, ..... : 

Pajak lliburan 

o. ~ .111J '/Jr Sl"R T KETET. PA'.\" P.\J. K 
DA RAH I\.TR..\ xo Jl.\ L\ R 

T. ~ffiAl-U~ 
UDKDT 

p[ ~1! Rl:\T:\H l.:.\Bt.P.\Tr:X SI.\[.\!. l~C\:~ 

B.\D.\.., PL'\1>.\P.\T.\..'\ D.\!R..\Jt 
l>,U.Ut xc Jl \".\ 

51.·~1.\ TI R\ rt. R.\ 

s. Bentuk dan Isi Surat Ket t 
Tambahan (~KPDKBT) e apan Pajak Daerah l{urnng Bayar 

1' 
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-·······-·-·-·-------------···-······--·····························-··········--·····--·-- 

-1..:.·~- -'/11:t 

-. :c~ ~• .Q;-:.-a 

l '.-P·.F~ '";Y'"";" ":, 

•.,..:,.,,..:,. •, ... P/.-.Q 
1--·-···--·---··------··-·············-·-----················-·--·····-·--·---·-···---·---i 

I ,xc. I 
·--·········--··-···-·-··-·--····-················-····--········-·······-----------··---· I 

• _.p ..,, r>--•·~ !" T1'" - L\... • .• ;: .1•. 

1------·-····-------------···-·······--------··········--------············-····-----··---1 
Pa,-ata..,; ::...s_ a, I 

.!. •• • ~;,.:..._~ e.:.:-,,:.•. ~!·.:,.:.P-T ... r. -·~-- 

(~~3 o~-~e~~ =•-- r~~·~ ~3:3~ j·~-: ~e~~~~n; ~·- n~!~~ ~~~ ~~~c-~~~ 3~ ~3:~- ~--3~ 
~aci •- Paja oaeran : PD), 

1 •• e , 1te,er.:.n, •:: ~.,-:, :>ae-a.., • .a:n.pa~en !:.:-.a.u-..c1..n. 55..:c-.:o~l~ p-, e .. -· ·,c,. .. -., 
:n~c ~~1a :-b~~ cae~~~ ~•~ ~~•'gti~ ~~r. 

-· Nara~ ~ise~or~a~ ~•~al1,.~ ~e .... caha-a Pene-:~aan, ea k, a~a., P•~~ca: p-:> eP~ 

I :;·-~· . r1,."' : 
t ~·~--~- ~~: r~~~~~ I 
·--··-···············---·······-····----·····-······-··········-····---·-··--·············I 

. -········-···-·----------·-·· .. ···-··········--·-············-·-······-··-···-············i 
I<>; • 

: - - . 
1~.,. 
. - . 

l················-·········-··-··--···············-········-·····-········-········--···-·I 
1.:..1.;..c,•,01 ;Pit:,• t-:.b~-•-. J~;:. 

l··········-··················-···-·············-···---··········-···············-·--··---1 

j - ·1..- - 

·.. • ;:- .. • • -::,, .. =' 
t-•-::•; "'• ~·~::,· ...,, --it~-.:.- }~ >-:. :.e-::~l•· ""itJ. :-•: .... o•-• -:.r. 

·······-···---····-····-----------·-··-········-···---········--------·-·····---····--·-- 

l ;.:."T -, -~•IPC : 

····-------··-·---------·-··-·----·-·-···-·····--··-·-······---·-········---···-····--···I 
I • • .a-a fl~~-- I •••,-• I ~--a 

s, d 

·-· .. -··--------·····-···- 
11=~·-~~=·, .:.""'1 .:.e...,p.:.-!' ,!;"I•.:. ... L~~~~··-·····-··-·--·-··-·····-----····-···---···· ... -··--····-··- 

:~R~T > ~-!T~c~~ P~J~• o~~~~~ 

A. Surat Ketetapan Pajak Daerah 

LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR TAHUN 2019 
TANGGAL .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. . .. 2019 
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J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

. . . . . . . - . ·····-·················- 

.. UC", 

I····························································.--,···················-·----: 
I Cl"I .,. ... ,. .. P"I -:.•II''-·.:.. l.;)., 

.... - - - - - . - - ~ '. ·:~'. . ~ '.: '. '.''. .. : : . : : : . : . - : .. : : - - - - . - . - - : 

7ag1~a .... ~~:~ ~~•~~n t;~;u:. 
I • '"I PD ·,-i bJ a' S~"'3°ai bu t:. k£e::'o?r"ill a- :.::.n. 

I - ~~.:. -- _: _ - - - .. 1 - - - : . : .••.. - .... - - - - ......•...... - - - - .... - - - - - - •........... - - - - - - - - - - - . I 
;:-;, j:.j·~ ,.2 s . 

'• ..........••...................................................................... - .. - .. I 
• !>,:or"')!! .!I"' • l 

!··································································~: , I :-..-.:. .... ~.,tt-:~;-~ ... "'~-"" •t .. "'"'';~,.., i:t-. 

!····························· ····· ······················································ t :~"';l~ ~ ......... 
~~D~:~· ft!t~ r~~~3~ 

:;. ~:. - ;. - .;, __ 

F•':" ;.,. • 1"1,-.,:a._ - .... .,. ...... - ~I\ "'a-1 
0.,6 

a 

\······............................. T"!ltt.:t ~.=.:a . ..,.,,. •. ._!,... : .. ; :: ---~::; :; : -: :~:-::_. --- . _ ::c: ::~t~::~~;: .. ~'.'.:'.~:::: :: .. ::: : :: '.~·:'.'.:::: ::: : : : : 
I P, i I········-·················· ····································-························I I ;~~:,~ ~t~~a,»- P. e P~,»~ 

:.i:.i,..a-: t,·a a ... ~. . . - . :) 

:-l l.-1 -1:,rc I 1-···········-·-·-·········-···----....... 1 I 
..,.!. !!rt11" ,.~ .. L!~·" ················································I 

............ . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . - - ... 
I"~~- ..,c,:. t P-. .:.1 O:.~ • ..... 

(~If>::,• 

13 sentuk Surat Setoran Paj k 
. a Daerah {SSPD) 
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• 

J. R. SARAGIH 

dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

• , .. ) 

. .. .. ... . . .. . . . ..... -} 

i:.~,U. T.~·{: RAYA I 
Y.J...,C:~.!D."'E~ B .. 

............................ 
..................... ['.\.l.~_l. \',_l_l!3 ~.l.J.lj(. I 

NO~.:} 
. lJ...\.).L~.T'\\")JIB PAJAK 
XO).IC-?~ STPD 
n.·c~ . .\t T:FJ)t~ 

::"-'IP : ·-··········· 

P.llLU • .\.."'G R\Y A,············-············ ... _ 1016 
llP.U..-\ lBD.\.."i PD"D.\P • .\T.\..'i' D.UR.iB 
J.:.\!50.\JL~ SL\1.\Lt"SGLX 

~tiz:l: 
ii.. ~o.Rekmg Kas Daerah Kabnpaten Sim.alun~ 5546-Wll PT. Bank Negate Indonesi(Tbk) Cabmg Pematangsiantar. 
~ F..mp Dis~torkm 1.J~l!lut B~d11lm Pen~~ Bank, Ata11 Petugas UPTD BDP Kabupaten Sll!Wungu-.tt. 
3. Apabila STPD ini Tidak Dibaysrkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Direnahn Deada ~~$lr ~%{Du! Persea) Dari 

:\Tilai Pajak Yang Terutaag untul.: bllWl berikutnya dan maksimal dikenmn 24(dua puluh empat)bulan. 

x Rupiclt 

x Rp. 

: Pajaklfiburan 
: x 
: x 
: x 
: :t 

: Rp. x 
: :,, x ... bubu 

• 



• 

Dipindai dengan CamScanner 
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dto 

BUPATI SIMALUNGUN, 

1·:ir·:: :::::::·.:: ? 

M.EMUTUSKAN : 

Paiak Hiburnn yang terutang kepada Mcngabulkan I Menolak') pcrmohonan pengurangan J 

Eit§t~~ i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+::: 
Alamat UAAha n : :·········d:;~·k:~~;j pads drkrum KESATU Besarnya Penguranga n rangan sebaga1ma_na .1 : 
Berdasarkan jurnlah b~<u1m~~rdi:yar adalah sebegai berikut : 

Pajak Hiburan Y•:• ::,:.:' :•····· ...... ::::::::::::::::::::::::::::: 
Pajak Hiburan ya g ( o/c x Rp. ···················· ) Rp..... . . Besarnya Pengu'.angan ·~~ .. s:harusnya dibnyar p . 
Jumlnh P.i.jLlk 1-hburan )' g ) 

..................... ...•.. I ditetapkan . ( i Badan ini mulai berlaku rangga 
Kcputusan Kepa a . • Simalungun 

Ditelapkan di · . Pada tanggal 
Kcpala BPD. 

i. 

b. 

a. Kcpala Bada.n, honan pcngurnngon 
Dahwa bcrdasarkan haail pcrneriksaon sederhann atas pcrmo . 
Pajak Hiburan Nomor............... tanp..gal ~.~- .. b~~~ya Pajak 
terdapat / tidak terdl\pnt") cukup alasan untuk mengurang 
Hiburnn yo.ng terutang; . . ksud ada huruf a, perlu 
bahwa bcrdasarkan pertirnb ngan scbaguunana duna I I P Daerah Kabupaten menetapl<an Keputusan Kepala Badan Pcndapatan Pcnge o aan 
Simalungun tentang 8·;:··h , 2010 tcntang Paiak 
Pera tu ran Dacrah Kabu paten Simolung~n Nomor s:ri ~, Nomor 8 Tohun 20 I OJ; 
Daerah {Lcmbaran Daerah Kabupaten Simalungun tang Tata Cara Pengelolaan 2. Pcraturan Bupati Simalungun Nomor ren 

Pajak Hiburan; . ib am, nama ····-·························· T=~ Surnt pennohonnn pengurangan pi:/1d~::t'ma lcngkap oleh Badan pada tan ............................................ 

TENT ANG 
PEMBERIAN PENGlJRANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTARG 

KEPUTUSA?( KEPALA BA.DAN PENDAPATAff DARRAH 
KABuPAT£N SIMALUNGUN 

Kode Pos. 21162 

PEMERINTAl{ KABUPATEN SIMALUNGUN 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA 

') Cor~t ynng tidak perlu 

h'.EDUA 

lenctapkan 
ssssru 

~(empcrhatib n 

Mcngingnt 

~!eniJnbang 

' Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hiburan 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR TAHUN 201~ 
TANGGAL 201 


